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Abstrak : - Peraturan ini ditetapkan untuk membentuk Panitia Khusus pembahasan 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ngawi Tahun 

Anggaran 2024. 

 

Dasar Hukum : - Dasar Hukum peraturan ini adalah : UU No. 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, 

Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 09); UU No. 28 Tahun 

1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); UU No. 25 

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4421); UU No. 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049); UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir UU No. 9 

Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 



Indonesia Nomor 6757); PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6041); PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); PP No. 13 

Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); Permendagri 

No 80. Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, 

sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perda Kab. 

Ngawi No. 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 04); Perda Kab. Ngawi No. 9 Tahun 

2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten 

Ngawi Tahun 2021 Nomor 09); Perda Kab Ngawi No. 9 Tahun 2023 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran 

Daerah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 09); Peraturan DPRD 

Kab. Ngawi No. 18 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Ngawi.. 

 

Materi Pokok : - Keputusan ini menetapkan serta membentuk Panitia Khusus Pembahasan 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ngawi Tahun 

Anggaran 2024. 

 

Catatan : - Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Maret 2025 

- Lamp : 1 hlmn 

 


